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Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang 
Atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Mojoagung Jombang‛ merupakan hasil 
penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana wanprestasi pedagang atas 
pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang! Bagaimana analisis Hukum 
Islam terhadap wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi pelayanan pasar 
Mojoagung Jombang! 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa interview 
dan dokumenter. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif, yakni tentang praktik wanprestasi atas pembayaran retribusi 
pelayanan pasar oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pasar Mojoagung Jombang kepada 
pedagang pasar Mojoagung Jombang, kesimpulan diambil melalui pola pemikiran 
deduktif. 
Pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Mojoagung Jombang dilakukan 
setiap hari pada jam 02.00-24.00, dan pihak upt pasar memberikan hak kepada pedagang 
izin untuk menempati toko/stand dan memperoleh pelayanan-pelayanan lainnya berupa 
pelayanan kebersihan dan keamanan. Akan tetapi dalam pemungutan retribusi pelayanan 
pasar, pedagang ada yang melakukan kekurangan pembayaran terhadap pemungutan 
retribusi pelayanan pasar tersebut. Apabila dilihat dari rukun Ija>rah, kekurangan 
pembayaran terhadap pemungutan retribusi pelayanan pasar ini yaitu sah namun tidak 
sempurna (rusak) karena salah satu rukum ija>rah tidak terpenuhi. Sedangkan berdasarkan 
teori wanprestasi, kekurangan pembayaran dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar 
termasuk pada bentuk dari wanprestasi yaitu tidak sempurna dalam memenuhi prestasi 
karena pedagang tidak melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yaitu Perda No. 25 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanana 
pasar. 
Diakhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pihak upt pasar agar 
lebih tegas dan memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan kekurangan 
pembayaran atas pemungutan retribusi pelayanan pasar, dan harus lebih baik dalam 
memberikan pelayanan-pelayanannya seperti pelayanan keamanan dan kebersihan. 
Sedangkan kepada pedagang agar lebih menyadari terhadap kewajibannya dalam 
membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Perda No. 
25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tempat bagi masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari yakni pasar. Pasar adalah tempat jual beli 
barang yang memliki jumlah penjual lebih dari satu, yang biasa disebut 
sebagai pasar tradisional, mall, pertokoan dan pusat perbelanjaan.
1
 Selain 
itu para ahli ekonomi mendeskripikan pasar merupakan suatu tempat 
untuk melakukan transaksi atas suatu produk atau kelompok produk 
tertentu.
2
 Pasar juga merupakan tempat bertemunya para penjual dan 
pembeli. Penjual atau pedagang yaitu orang yang memperjualbelikan 
barang untuk memperoleh suatu keuntungan.
3
 Sedangkan pembeli yaitu 
seseorang yang memberitahukan keinginannya dengan menguntungkan 
kedua pihak.
4
 Menguntungkan kedua pihak maksudnya yaitu tanpa 
adanya unsur penipuan. Pasar juga merupakan sarana milik Negara yang 
disediakan oleh pemerintah guna untuk melakukan transaksi jual beli 
antara penjual dan pembeli. Semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi 
maka pasar akan berkembang dan semakin banyak barang yang 
dipertukarkan.  
                                                          
1
 Peraturan Presiden RI. Nomor 112, Th. 2007, Pasal 1, Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
2
 Muhammad Aziz Hakim, Menguasai Pasar Mengeruk Untung (Jakarta: PT Krisna Persada, 
2005), 7. 
3
 Eko Sujatmiko, Kamus IPS (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014), 231. 
4
 Wira Sutedja, Panduan Layanan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2006), 2. 



































Masyarakat yang berjualan di pasar dalam hal ini diperlukan 
adanya suatu pembayaran karena telah menggunakan fasilitas yang telah 
disediakan oleh pemerintah yang ada di pasar. Pembayaran atas 
penempatan fasilitas yang disediakan pemerintah di pasar biasa disebut 
retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran 
atas pemberian fasilitas pasar yang berupa ruko, toko, kios/bedak, 
los/gledeg/lesehan serta aset Pemerintah Kabupaten lainnya dalam radius 
500m dari pasar, jasa kebersihan dan keamanan.
5
 Oleh karena jika 
seseorang ingin menempati tempat yang disediakan pemerintah di pasar, 
maka ia wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan pemerintah 
yang berlaku. Karakteristik retribusi:
6
 
1. Pemungutan retribusi berdasarkan undang-undang. 
2. Pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu. 
3. Uang dari hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum sesuai 
dengan jenis retribusi. 
4. Bersifat ekonomis, pelaksanaannya dapat dipaksakan. 
Adapun tata cara pemungutan retribusi seperti yang telah diatur 
dalan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 
Pasal 16 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yaitu:
7
  
                                                          
5
 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, 
5. 
6
 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Bandung: Sinar Grafika, 
2012), 127. 
7
 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, 
13. 



































1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Keterangan 
Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. 
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa karcis. 
3. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicetak oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 
yang membidangi pencetakan surat berharga. 
Selain itu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 
Tahun 2010  dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar juga terdapat 
sanksi administratif, bahwa Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat 
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminitratif 
berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).
8
 
Dalam kenyataannya, dalam pembayaran retribusi tidak semuanya 
terlaksana sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, terkadang ada pihak 
yang tidak melakukan kewajibannya baik karena kelalaian atau 
kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-
masing pihak, hal ini merupakan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi 
adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) 
                                                          
8
 Ibid., 13. 



































sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 
kreditur dan debitur.
9
 Wanprestasi dapat berupa:
10
 
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
mestinya 
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.   
Berdasarkan uraian diatas retribusi ini terdiri dari beberapa pihak 
yakni pertama, pihak penyewa dan kedua, pihak yang menyewakan. Jika 
dikaitkan dalam Islam perjanjian dalam sewa menyewa termasuk pada 
akad Ija>rah . 
Ija>rah  berasal dari kata ‚al-ajru‛ yang memiliki arti ‚al-iwadhu‛ 
yakni ganti.
11
 Ija>rah  berasal dari kata ujrah yang berarti upah dan sewa.12 
Sedangkan Ija>rah  adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak 
penyewa dengan mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk 
mengambil dengan harga tertentu dan waktu tertentu.
13
 
                                                          
9
 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), 45. 
10
 Ibid., 45. 
11
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Ma‟arif, 
1987), 7. 
12
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke- 1, 34. 
13
 Saiful Jazil, Fiqh Muamalah (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), 127. 



































Selain itu menurut beberapa ulama pengertian dari Ija>rah  ini 
terdapat perbedaan pendapat, diantaranya:
14
 
1. Menurut malikiyah, ‚Ija>rah  yakni suatu akad yang memberikan hak 
milik manfaat atas barang tersebut yang mubah dengan imbalan namun 
bukan berasal dari manfaat untuk masa tertentu‛. 
2. Menurut Hanafiah, ‚Ija>rah  yaitu akad dari manfaat barang dengan 
imbalan berupa harta‛. 
3. Menurut Hanabilah, ‚Ija>rah  adalah suatu akad atas manfaat suatu 
barang dengan lafal Ija>rah  yang dianggap sah‛. 
4. Menurut Syafi’iyah, ‚akad Ija>rah  adalah suatu akad manfaat yang 
dimaksud yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan 
tertentu‛. 
Sewa menyewa yang dimaksud disini adalah pengambilan manfaat 
dari barang yang disewanya. Benda yang disewa tidak berkurang sama 
sekali maksudnya yang berpindah hanya manfaat dari barang tersebut 
seperti kendaraan, rumah dan bisa juga manfaat dari karya seperti 
pemusik.
15
 Oleh karena itu, barang yang dikonsumsi dapat habis tidak 
dapat dijadikan atau digunakan objek dari Ija>rah . Untuk pepohonan yang 
diambil buahnya tidak di bolehkan dalam akad Ija>rah  ini. 
Ija>rah  ini merupakan bentuk dari muamalah yang di syariatkan 
dalam Islam yang mana bentuknya sewa menyewa ataupun pemberian 
                                                          
14
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. Ke- 1, 316. 
15
 Suhrawardi K. Lubis dan Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 52. 



































upah. Menurut Jumhur Ulama hukum dari Ija>rah  ini yakni mubah atau 
boleh apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh syara’ dalam Al-Qur’an, hadis Nabi dan ketetapan Ijma para Ulama.  
Istilah dalam Hukum Islam, seseorang yang menyewakan barang 
disebut mu’jir, sedangkan orang yang menyewa disebut musta’jir, benda 
yang disewakan disebut ma’jur dan uang yang diberikan (upah) atas 
pemakaian barang sewa tersebut disebut ujrah. Dengan berlangsungnya 
akad tersebut maka mu’jir wajib menyerahkan barang yang akan disewa 
(ma’jur) sedangkan musta’jir atas diserahkannya manfaat dari barang 
yang disewakan maka wajib menyerahkan uang sewa (ujrah). 16  Para 
Ulama Fiqh membagi objek dari akad Ija>rah  menjadi dua macam, 
diantaranya:
17 
1. Ija>rah  bil ‘amal yaitu sewa menyewa bersifat pekerjaan atau jasa 
yakni memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 
Menurut Ulama Fiqh, Ija>rah  ini diperbolehkan apabila jenis dari 
pekerjaan itu jelas, seperti: buruh bangunan, tukang jahit, buruh 
pabrik dan lainnya. Ija>rah  ini juga terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Ija>rah  yang bersifat pribadi, contohnya menggaji seorang 
pembantu rumah tangga. 
                                                          
16
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), 144. 
17
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 
2014), 202. 



































b. Ija>rah  yang bersifat serikat yakni seseorang atau sekelompok 
orang yang menjual jasanya untuk suatu kepentingan orang 
banyak, contohnya tukang jahit sepatu dan buruh pabrik. 
2. Ija>rah  bi al-manfaat yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. 
Contohnya: sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa 
menyewa pakaian dan lain sebagainya. 
Hak dan kewajiban mu’jir dan musta’jir: 
1. Hak mu’jir, yaitu: 
a. Memperoleh hasil sewa dari si penyewa 
b. Membatalkan akad dan menarik objek sewa, dengan sebab-
sebab tertentu seperti penyewa tidak dapat membayar sesuai 
dengan kesepakatan 
2. Kewajiban mu’jir, yaitu: 
a. Menyediakan objek sewa 
b. Menanggung semua biaya pemeliharaan objek sewa 
c. Menjamin keamanan objek sewa dan menjamin berfungsi 
dengan baik 
3. Hak musta’jir, yaitu: 
a. Mendapatkan objek Ija>rah  dalam keadaan berfungsi dengan 
baik, tidak cacat dan tidak rusak 
b. Menggunakan objek Ija>rah  sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati 



































4. Kewajiban musta’jir, yaitu: 
a. Membayar sewa sesuai kesepakatan 
b. Menjaga objek ijarah dengan baik 
c. Mengembalikan objek Ija>rah  apabila tidak mampu untuk 
membayar sesuai dengan kesepakatan 
d. Tidak menyewakan kembali objek yang di sewa 
Berakhirnya dari akad sewa menyewa ini sesuai dengan 
kesepakatan yang ada pada perjanjian. Dengan demikian, maka bagi 
penyewa memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang 
disewakan.
18
 Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan 
yang menikmati jasa harus terpenuhi. Kewajiban dari pemberi jasa yakni 
memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja, maka dari 
itu dia harus berusaha dan sungguh-sungguh untuk mengerahkan segala 
kemampuannya sesuai dengan syarat kerja secara efisien dan jujur.
19
 
Di tempat penulis melakukan penelitian yakni di Pasar Mojoagung 
Jombang merupakan pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jombang dengan melakukan pembayaran yang biasa disebut 
dengan retribusi pelayanan pasar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
pembayaran retribusi pelayanan pasar disesuaikan dengan luas yang di 
tempati dan jenis fasilitas, semisal yang di tempati oleh pedagang yakni 
                                                          
18
 Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1992), 161. 
19
 Muhammad S. Chaudrhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Prenamedia Group, 
2012), 195. 



































toko dengan luas 3x2 m
2
 maka pungutan retribusi pelayanan pasar yang 
harus dibayar oleh pedagang sebesar Rp 2.400,00 setiap harinya karena 
untuk penempatan toko sendiri permeternya sebesar Rp 400,00/M
2
/hari. 
Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar tersebut berupa surat 
keterangan retribusi daerah dalam bentuk karcis. Dari proses retribusi 
pelayanan pasar tersebut terdapat pedagang yang membayar tarikan 
retribusi dengan lancar, kurang lancar, tidak lancar bahkan ada juga yang 
menunda dalam membayarnya.  
Di Pasar Mojoagung ini penulis menjumpai pedagang yang pada 
saat petugas pasar yaitu juru pungut dalam mengambil pungutan retribusi 
pelayanan pasar tidak membayar pungutan tersebut sesuai dengan 
ketentuan dari Pemerintah Daerah. Pembayaran pungutan retribusi 
pelayanan pasar tersebut oleh setiap pedagang berbeda-beda karena tarif 
pembayaran retribusi pelayanan pasar tersebut disesuaikan dengan luas 
yang ditempati oleh para pedangang dan jenis fasilitasnya. Kebanyakan 
dari para pedagang melakukan kekurangan pembayaran karena kurangnya 
kesadaran terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar.  
Dengan adanya permasalahan tersebut pihak Pemerintah Daerah 
tidak tinggal diam, mereka pernah datang ke Pasar Mojoagung untuk 
menangani permasalahan tersebut namun para pedagang tetap saja tidak 
membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan sehingga 
pedagang melakukan kekurangan pembayaran terhadap retribusi 





































 Dari kenyataan peristiwa tersebut maka penulis merasa 
hal yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Mojoagung tersebut tidak 
baik dan dengan hal tersebut akan merugikan pihak Pemerintah karena 
peran dari pungutan retribusi pelayanan pasar ini sangat berpengaruh pada 
pemasukan Daerah untuk segala kebutuhan pasar di Daerah tersebut 
contohnya pada kasus ini dalam pembangunan suatu pasar. Dengan 
adanya hal ini maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 
‚Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang atas Pembayaran 
Retribusi di Pasar  Mojoagung Jombang‛. 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-
kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan 
mengindentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga 
sebagai masalah.
21
 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka 
dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Latar belakang pembayaran retribusi pelayanan pasar menurut Perda 
No. 25 Tahun 2010  
2. Hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan objek Ija>rah   
3. Prosedur pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Mojoagung 
Jombang 
                                                          
20
  Rudi (Pegawai dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang), 
Wawancara, Jombang, 18 Desember 2018. 
21
 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 
Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 8. 



































4. Wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi pelayanan pasar 
Mojoagung Jombang 
5. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi pedagang atas 
pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang. 
Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi 
masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi pelayanan pasar 
Mojoagung Jombang. 
2. Analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi pedagang atas 
pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang terjadi dalam uraian di atas, maka di 
rumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi 
pelayanan pasar Mojoagung Jombang? 
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi pedagang atas 
pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang? 
D. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi 
pelayanan pasar Mojoagung Jombang. 



































2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi 
pedagang atas pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung 
Jombang. 
E. Kegunaan Penelitian 
Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
dan memiliki nilai guna baik untuk penulis maupun untuk pembaca. 
Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu: 
1. Secara Teoritis 
a. Dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
b. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan 
pemahaman studi Hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah 
dan Hukum terutama pada mahasiswa jurusan Muamalah. 
c. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi 
peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih 
baik dan sempurna. 
2. Secara Praktis 
a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam wanprestasi pedagang 
atas pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang. 
F. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap 
Wanprestasi Pedagang atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar 
Mojoagung Jombang‛. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas 



































mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan 














Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah 
Hukum Islam : Aturan yang ditetapkan berdasarkan  
Al-Qur’an dan As-Sunnah serta 
pendapat ulama tentang Ija>rah. 
Wanprestasi : Tidak terpenuhinya kewajiban 
pedagang pasar kepada Pemerintah 
Daerah dalam bentuk penolakan atau 
keterlambatan atau pengurangan 
pembayaran retribusi pelayanan pasar. 
Pembayaran Retribusi 
Pelayanan  Pasar  
: Pembayaran terhadap toko/stand 
oleh pedagang dengan mendapatkan 
suatu pelayanan, seperti pelayanan 
keamanan dan kebersihan. 





































 Pada penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin menjadi dasar 
penelitian ini yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam kajian pustaka 
adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibriza Ulfah (2011) yang berjudul 
‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar 
Tradisional Rungkut Mananggal Surabaya‛. Pada skripsi ini 
menjelaskan tentang parkir illegal yang tidak memiliki izin dalam 
pelaksanaannya dan dalam Hukum Islam hal tersebut hukumnya 
haram karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat dan 
rukun dari Ija>rah  yang sesuai dengan Hukum Islam. Dan lahan yang 
digunakan untuk tempat parkir tersebut merupakan lahan milik orang 
lain dan tidak memiliki izin dari pemilik lahan.
23
 
2. Penelitian oleh Khulasatun Nahar (2014) judul ‚Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat 
Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang‛ 
menjelaskan retribusi jasa usaha yang dilarang karena dalam 
penetapannya tidak sesuai dengan Perda Semarang yang berlaku dan 
memberatkan pengguna jasa parkir. Dan dalam Hukum Islam 
pelaksaan tarif tersebut hukumnya boleh (mubah) karena ada biaya 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN 
Sunan Ampel, 2014), 8. 
23
 Ibriza Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional 
Rungkut Mananggal Surabaya”. (skripsi Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 
2011). 







































3. Penelitian Ira Fatunnisa (2015) judul ‚Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 
(Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor 
Di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)‛ menjelaskan tentang 
implementasi pada area parkir di kawasan wisata di Daerah Istimewa 
Yogyakarta terutama di Malioboro dan Alun-alun Selatan yang tidak 
benar karena tarif yang dikenakan tidak sesuai dalam kartu parkir 
sebesar Rp. 1000 namun pada kenyataannya juru parkir memungut 
lebih mahal sekitar dua kali lipat dari harga asli yang tertera pada 
kartu parkir, dengan hal tersebut penitip kendaraan bermotor tidak 
dapat menolaknya. Dalam Hukum Islam kenaikan tarif retribusi 




4. Penelitian Hendri Fajar Setiawan (2017) judul ‚Analisis Hukum Islam 
Dan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Pembayaran Retribusi 
Pelayanan Pasar Di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo‛ menjelaskan praktik 
pembayaran retribusi oleh Upt yang dilakukan setiap hari pada pukul 
08.00-selesai. Hak izin bagi pedagang untuk menempati stand dan 
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 Khulasatun Nahar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi 
Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”. (skripsi Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).  
25
 Ira Fatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 
Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan 
Wisata Kota Yogyakarta)”. (skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 



































memperoleh pelayanan kebersihan serta keamanan telah di berikan 
oleh pihak UPT. Akan tetapi kenyataannya pada hari minggu 
pelayanan kebersihan libur namun para pedagang tetap melakukan 
pembayaran retribusi pelayanan pasar. Dalam Hukum Islam praktik 
pembayaran retribusi pelayanan pasar pada hari minggu tidak sah 
karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat Ija>rah , sedangkan 
menurut Perda No. 7 Tahun 2012 praktik pembayaran retribusi 
pelayanan pasar pada hari minggu tidak sesuai atau melanggar pasal 
22 ayat (1) poin b.
26
 
5. Penelitian Sholikah (2018) judul ‚Analisis Penyelesaian Wanprestasi 
Pada Pembiayaan Ija>rah  Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali‛ menjelaskan 
penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Ija>rah  yang dilakukajn 
oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat 
Mandiri Bumi Boyolali dengan prosedur pendekatan baik dengan 
personal, keluarga anggota, pihak ketiga dan memberikan surat 
peringatan serta melakukan musyawarah dengan anggota.
27
  
Dari kajian pustaka yang telah ada, maka dapat dipastikan bahwa 
penelitian yang penulis teliti berbeda dari penelitian terdahulu diatas, 
karena penulis lebih memfokuskan pada wanprestasi pedagang atas 
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Sunan Ampel Surabaya, 2017). 
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Surakarta, 2018). 



































pembayaran retribusi di Pasar Mojoagung Jombang serta mengenai aspek 
hukum Islam terhadap wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi 
sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data 
yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 
dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk 
memahami dan memecahkan suatu masalah.
28
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
yang mana suatu penelitian yang disesuaikan dengan kejadian di 
lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena 
dalam suatu keadaan alamiah.
29
 Dengan demikian objek dari 
penelitian ini yakni wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi 
pelayanan pasar Mojoagung Jombang. 
2. Data yang Dikumpulkan 
Data merupakan bahan keterangan tentang uraian-uraian suatu 
objek, bahkan dapat berupa cerita pendek.
30
 Data yang akan 
dikumpulkan sebagai berikut: 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 
2010), 3. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26. 
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif (Surabaya, 
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a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara secara 
langsung degan pihak-pihak yang terkait pada penelitian. 
b. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 
atau arsip yang telah dipublikasikan ataupun yang tidak 
dipublikasikan secara umum. 
3. Sumber Data 
Sumber data merupakan sumber penggalian data baik primer 
ataupun sekunder.
31
 Sumber data ini bisa berupa seseorang, dokumen, 
barang, keadaan atau lainnya. Penulis akan mengklasifikasikan 
sumber data menjadi dua supaya memudahkan dalam 
mengidentifikasi data, diantaranya: 
a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung 
dari Pasar Mojoagung Jombang, melalui wawancara secara 
langsung dengan para pihak-pihak yang terkait yakni para 
pedagang dan pihak pegawai dari Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Jombang dan upt pasar Mojoagung 
Jombang. 
b. Sumber data sekunder 
Merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer 
dan diperoleh dari luar objek penelitian yang mana sumber data 
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 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis…, 9. 



































sekunder ini menjadi rujukan atau penunjang untuk melengkapi 
dan membantu dalam menganalisis data, seperti: 
1) Yahya, Wanprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa 
Menyewa Mobil Antara CV. Bintang Harapan Makmur 
dengan Penyewa Di Kota Pontianak, 2013. 
2) Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, 2008. 
3) Afrilian Perdana, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian 
Jual Beli Melalui Media Elektronik, 2014. 
4) Perda No. 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
Kabupaten Jombang. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan dan penyusunan bahan skripsi, penulis 
menggunakan dua macam teknik untuk pengumpulan data, yaitu: 
a. Interview 
Interview atau wawancara merupakan teknik untuk 
mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 
secara langsung kepada para responden, atau untuk mencari 
keterangan melalui perbincangan dengan para pihak yang terlibat 
dalam kajian penelitian ini.
32
 Untuk memperoleh data dari 
responden tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan 
beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk 
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 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, t. th.), 39. 



































memperoleh data mengenai wanprestasi pedagang atas 
pembayaran retribusi. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 
peninggalan tertulis yang berupa arsip, buku, teori, dalil atau 
hukum dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian.
33
 Metode ini dapat dilakukan dengan cara penulis 
mencatat informasi atau data yang telah peneliti tetapkan. 
Dokumentasi dari hasil penelitian berupa besaran tarif retribusi 
pelayanan pasar, karcis pungutan retribusi dan dokumen-dokumen 
lain yang ada. 
I. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya setelah data telah terkumpul yakni 
menganalisis data, teknik data dalam menganalisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif, analisis dengan menggunakan pola 
pemikiran deduktif yaitu penulis melihat kejadian kasuistis dari lapangan 
lalu kemudian digeneralisasikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.
34
 
Langkah yang dilakukan dari analisis deskriptif kualitatif yakni 
dengan cara melihat fenomena atau keadaan tempat yang diteliti  dan 
dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait. Dalam 
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penelitian ini mendeskripsikan tentang wanprestasi pedagang atas 
pembayaran retribusi di Pasar Mojoagung Jombang. 
J. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis yang bertujuan agar 
penelitian terarah sesuai dengan bidan kajian untuk mempermudah 
pembahasan. Untuk lebih mudah memahami skripsi ini maka sistematika 
yang digunakan sebagai berikut: 
Bab pertama, menjelaskan gambaran umum dari pendahuluan 
yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, 
Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 
Pembahasan. 
Bab kedua, menjelaskan tentang Landasan teoritis yang berupa 
hasil dari telaah beberapa literatur untuk memberi wawasan dan 
pemikiran untuk memahami serta menganalisis fenomena yang ada. Pada 
bab ini berisi tentang Ija>rah  meliputi pengertian Ija>rah , landasan hukum 
Ija>rah , rukun Ija>rah , syarat Ija>rah , menyewakan barang sewaan, hak dan 
kewajiban para pihak, pembatalan dan berkahirnya Ija>rah, pengembalian 
objek Ija>rah dan fatwa tentang Ija>rah . Selain itu  berisi tentang 
wanprestasi dan sanksi wanprestasi. 
Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum mengenai retribusi 
pelayanan pasar dan lokasi penelitian, mekanisme wanprestai pedagang 
atas pembayaran retribusi pelayanan pasar . 



































Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap wanprestasi 
pedagang atas pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang 
dalam analisis hukum Islam. 
Bab kelima, berisi penutup dari pembahasan skripsi yang memuat 
kesimpulan akhir, analisis terhadap permasalahan yang telah di rumuskan 
dan saran. 
 


































KONSEP IJA>RAH  DALAM HUKUM ISLAM DAN WANPRESTASI 
A. Ija>rah  
1. Pengertian Ija>rah  
Ija>rah  dalam bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti al-
‘iwadh atau penggantian, oleh karena itu ath-thawab (pahala) dinamakan 
ajru (upah).35  Ija>rah  dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau 
imbalan. Ija>rah  merupakan salah satu bentuk dari muamalah dalam 
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak 
ataupun menjual jasa dan lain-lain.
36
  
Sedangakan Ija>rah  menurut syara’ berarti melakukan akad untuk 
mengambil manfaat dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan 
membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
37
 Secara 
terminologi terdapat beberapa pendapat mengenai Ija>rah  yang 
dikemukakan para ulama fiqh. Menurut Ulama Syafi’iyah, Ija>rah  adalah 
akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
38
 Menurut Sayyid Sabiq, 
al-Ija>rah  adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat 
dengan jalan memberi penggantian.
39
  
Menurut Ulama Hanafiyah, Ija>rah  adalah akad untuk 
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),  203. 
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 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228. 
37
 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Asy-syifa, 2005), 377. 
38
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zat yang disewa dengan imbalan.
40
 Menurut syafi’i Antonio, Ija>rah  
adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui 
sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
41
  
Menurut Amir Syarifuddin, Ija>rah  yakni akad atau transaksi 
manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika objek dalam transaksi 
adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut Ija>rah  al ‘Ain, 
seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Jika objeknya berupa 
manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut Ija>rah  ad-Dzimah 
(upah mengupah), seperti upah pegawai pabrik. Walaupun objeknya 
berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut Ija>rah .42 
Menurut Helmi Karim, Ija>rah  secara bahasa yakni upah atau ganti 
atau imbalan, karena itu Ija>rah  adalah upah atas kemanfaatan suatu 
benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan 
aktifitas.
43
 Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan Ija>rah . Ija>rah  adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri. Oleh karena pada akad Ija>rah  yang berpindah hanya hak guna 
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Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
Ija>rah  adalah suatu akad untuk diambil manfaatnya saja dari barang 
dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa 
diikuti pemindahan kepemilikan barang. 
2. Landasan Hukum 
a. Al-Quran 
1) At-Thalaq: 6 
 َّنِهْيَلَع اوُقِّ يَضُِتل َّنُىوُّراَضُت َلََو ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُتْنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُىوُنِكْسَأ  َ   ْنِإَو
 َّنُهَلَْحَ َنْعَضَي َّٰتََّح َّنِهْيَلَع اوُقِفَْنَأف ٍلَْحَ ِتَلَُوأ َّنُك  َ  َّنُىُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف
 َّنُىَروُُجأ  َ  ْي َب اوُرَِتَْأَو ٍفوُرَْعبِ ْمُكَن  َ ىَرْخُأ ُوَل ُعِضْر ُتَسَف ُْتُْرَساَع َت ْنِإَو ٰٰ  
Artinya: ‚Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu 
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah mereka upahnya, 
dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.‛45 
 
2) Al-Qashash: 26 
 ُهْرِجْئَتْسا ِتَبۤأَٰي َاُهُ َٰدْحِإ ْتَلَاق  َ  َتْرَجْئَتْسۤا ِنَم َر ْ يَخ َّنِإﭐ ُّىِوَقْلﭐ ُْيِمَلأْا   
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Artinya: ‚Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya.‛46 
 
3) Al-Baqarah: 233 
 َو ...  ْدََرأ ْنِإ وُعِضْر َتْسَت ْنَأ ُّْتُآ  ْمُتْي ََتأ اَّم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف ْمَُكدَلََْوا
 ٌر ْ يِصَب َنْوُلَمْع َت َابِ للها َّنَأ اوُمَلْعاَو للها اْوُقَّ تاَو ِفْوُرْعَمْلِاب 
Artinya : ‚... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang pantas. 
Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa 
Allah Melihat apa yang kamu kerjakan.‛ 
b. Al-Hadist 
ُوقَرَع َّفَِيَ ْنَأ َلْب َق َُهرْجَأ َر ْ يِجَلأْا اُوطَْعأ ُٰ  
Artinya: ‚Berikanlah oleh mu upah atau jasa kepada orang sewaan 
sebelum kering keringatnya.‛47 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, ‚Allah Ta’ala berfirman. 
  ْنَمَو ِةَماَيِقْلا َمْو َي ْمُهُمْصَخ َاَنأ ٌَةَثلاَث َُّثُ بِ ىَطَْعأ ٌلُجَر ِةَماَيِقْلا َمْو َي ُوُتْمَصَخ ُوَمْصَخ ُتْنُك
َهرْجَأ ِوِفُوي َْلَو ُوْنِم َفَْو َتْسَاف ًايرِجَأ َرَجْأَتْسا ٌلُجَرَو ،ُوََنَثَ َلَكََأف اِّرُح َعَاب ٌلُجَرَو ،َرَدَغ  َ  
Artinya: ‚Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; 
(1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia 
mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu 
memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja 
lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi 
upahnya.‛ 
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Para Ulama sepakat mengenai disyariatkannya Ija>rah , namun 
terdapat perbedaan diantaranya yakni dalam prosedurnya. Pakar 
keilmuan dan cendekiawan juga sepakat akan legitimasi Ija>rah . Dari 
beberapa nash yang ada, dapat dipahami Ija>rah  itu disyariatkan dalam 
Islam, karena manusia pada dasarnya senantiasa terbentur pada 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu manusia satu dengan 
manusia lain selalu terikat dan saling membutuhkan. 
Sewa menyewa (Ija>rah) merupakan salah satu aplikasi 
keterbatasan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya 
bermasyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
manusia mustahil dapat berkecupan hidupnya tanpa berIja>rah  dengan 
manusia lainnya. Oleh karena itu dasar dari Ija>rah  dapat dikatakan 
bahwa Ija>rah  merupakan salah satu bentuk aktifitas dua pihak untuk 
saling meringankan serta merupakan salah satu bentuk tolong 
menolong yang diajarkandalam Islam.
48
 
3. Rukun dan Syarat 
a. Rukun Ija>rah  
Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat dari Ija>rah  yakni ijab dan 
qabul yaitu pernyataan dari penyewa dan yang menyewakan. 49 
Sedangkan rukun dan syarat Ija>rah  menurut jumhur ulama, yaitu: 
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1) Aqid, yaitu orang yang melakukan akad yakni mu’jir dan 
musta’jir. 
Mu’jir adalah orang yang menyewakan sesuatu atau 
menerima upah. Sedangkan Musta’jir adalah orang yang menyewa 
sesuatu atau memberi upah. Seseorang yang melakukan akad 
disyaratkan mengetahui manfaat dari barang yang dijadikan akad 
guna untuk mencegah terjadinya perselisihan. 
Kedua pihak yang berakad disyaratkan berakal dan dapat 
membedakan. Apabila salah satu dari orang yang berakad tersebut 
gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik atau 
buruk maka menjadikan tidak sahnya suatu akad.
50
 
2) Sighat Akad, yaitu pernyataan yang menunjukkan kerelaan 




3) Ujroh (upah), yaitu sesuatu yang diberikan oleh musta’jir 
kepada mu’jir atas pengambilan manfaat suatu barang atau 
atas jasa yang telah diberikan. Dengan syarat sebagai berikut: 
a) Jelas atau diketahui jumlahnya. Karena Ija>rah  
merupakan akad timbal balik, maka Ija<rah tidak sah 
apabila upahnya tidak diketahui. 
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b) Menyerahkan uang bersamaan dengan penerimaan 
barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa sudah 
lengkap, maka uang sewanya juga harus lengkap.
52
 
4) Manfaat  
Semua harta benda boleh dijadikan akad dalam Ija>rah  namun 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) Manfaat objek akad sewa menyewa diketahui dengan 
jelas dengan cara memeriksa atau pemilik barang 
memberikan informasi secara transparan tentang 
kualitas manfaat barang. 
b) Objek Ija>rah  dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan 
secara langsung serta tidak cacat yang dapat 
menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan transaksi 
Ija>rah  atas harta benda yang masih dalam penguasaan 
pihak ketiga 
c) Objek Ija>rah  dan manfaatnya tidak boleh bertentangan 
dengan Hukum Syara’, semisal menyewakan rumah 
untuk kegiatan maksiat 
d) Objek yang disewakan manfaatnya langsung dari benda 
tersebut, misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. 
Tidak diperbolehkan sewa menyewa manfaat atas suatu 
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benda yang tidak langsung, seperti sewa pohon untuk 
diambil buahnya. 
e) Harta benda yang menjadi objek Ija>rah  harus sifatnya 
isty’ mali yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan 
berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan. 
Sedangkan harta benda istihlaki yaitu harta benda yang 
rusak atau berkurang karna pemakaian seperti makanan, 
buku tulis tidak sah Ija>rah nya. 
b. Syarat Ija>rah  
1) Untuk orang yang berakad, menurut Ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah disyaratkan sudah baligh dan berakal. Apabila 
orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan 
orang gila maka akad Ija>rah nya tidak sah. Namun menurut 
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa untuk 
orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh, oleh 
karenanya anak yang baru mumayyiz boleh melakukan 
akad Ija>rah  hanya saja pengesahannya memerlukan 
persetujuan dari walinya. 
2) Orang yang berakad menyatakan kerelaannya dalam 
melakukan akad al-Ija>rah . Jika salah satunya terpaksa 
melakukan akad maka akadnya tidak sah. 
3) Manfaat dari objek Ija>rah  harus diketahui, sehingga tidak 
akan terjadi perselisihan. Kejelasan manfaat dari barang 



































dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan 
penjelasan mengenai lama manfaat itu ditangan 
penyewanya. Jika manfaat dari objek tersebut tidak 
diketahui dengan jelas maka akadnya tidak sah. 
4) Objek Ija>rah  boleh diserahkan dan digunakan secara 
langsung dan tidak terdapat kecacatan. Para Ulama fiqh 
sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu 
yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung 
oleh penyewa, seperti seseorang ingin menyewa mobil 
maka mobil tersebut dapat langsung diambil kuncinya dan 
boleh langsung dimanfaatkan. 
5) Objek Ija>rah  harus sesuai dengan syara’. Ulama fiqh 
sepakat menyatakan bahwa tidak diperbolehkan 
menyewakan sesuatu untuk hal-hal yang dilarang oleh 
syara’ seperti menyewakan rumah untuk digunakan tempat 
maksiat. 
6) Objek Ija>rah  merupakan sesuatu yang sudah umum 
disewakan seperti rumah, kendaraan dan lain-lainnya. Oleh 
karena itu tidak diperbolehkan untuk melakukan akad sewa 
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7) Upah yang akan diberikan harus jelas, berapa jumlah yang 




4. Menyewakan Barang Sewaan 
Menurut Sayyid Sabiq, dibolehkan menyewakan lagi barang 
sewaan pada orang lain asalkan dengan syarat penggunaan barang 
tersebut sesuai dengan penggunaan barang yang dijanjikan di awal akad. 
Misalnya, penyewaan seekor binatang, jika akad awalnya dinyatakan 
bahwa binatang yang disewakan tersebut untuk membajak sawah maka 
jika binatang tersebut akan disewakan lagi ke orang lain (penyewa kedua) 
binatang itu harus digunakan untuk membajak pula.  
Penyewa pertama boleh meyewakan lagi dengan harga serupa 
pada saat ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari 
harga penyewaan pertama. Hal ini diperbolehkan dilakukan dan kebiasaan 
seperti ini menurut Sayyid Sabiq disebut al-Khulwu.55 
Sedangkan menurut Hendi Suhendi, apabila terjadi kerusakan atas 
barang yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang 
(mu’jir) dengan syarat kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaian 
penyewa (musta’jir). Namun apabila kerusakan barang akibat kelalaian 
penyewa (musta’jir) maka penyewalah yang harus bertanggungjawab.56 
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5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 
Perjanjian atau akad menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak 
yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak antara lain:
57
 
a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa menyewa (mu’jir) 
1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada 
penyewa. 
2) Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat barang 
yang disewakan selama waktu sewa menyewa. 
3) Memelihara barang yang disewakan, sehingga barang 
dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. 
4) Menanggung penyewa terhadap kecacatan barang yang 
disewakan, yang merintangi pemakaian barang. 
5) Berhak mendapatkan uang sewa dari barang yang telah 
disewakan dari penyewa yang besarnya sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
6) Menerima kembali barang yang disewakan ketika masa 
perjanjian sewa menyewa telah berakhir. 
b. Pihak penyewa (musta’jir)  
1) Diperbolehkan memakai barang yang telah disewa sesuai 
dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut 
menurut perjanjian sewanya. 
2) Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. 
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3) Berhak menerima manfaat dari barang yang disewa. 
4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat kecacatan pada 
barang yang disewa. 
5) Tidak mendapat gangguan dari pihak manapun selama 
memanfaatkan barang yang disewanya. 
6. Pembatalan Dan Berakhirnya Ija>rah  
Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang masing-
masing pihak tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian karena 
perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Menurut jumhur ulama 
bahwa apabila salah satu pihak baik penyewa maupun yang menyewakan 
meninggal dunia maka perjanjian sewa menyewa tersebut masih ada 
karena kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.  
Namun menurut ulama Hanafiyah, apabila salah satu pihak 
meninggal dunia maka akad Ija>rah  tersebut batal, karena manfaat tidak 
dapat diwariskan. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa akad Ija>rah  
bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang yang tidak boleh 
dimanfaatkan. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian 
sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang 
dilakukan sebelumnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
terjadinya pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika terdapat 
alasan atau dasar yang kuat.
58
 Adapun hal-hal yang menjadikan 
membatalkan Ija>rah , antara lain: 
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a. Rusaknya barang yang disewakan. 
b. Yang disewakan mendapat kerusakan pada waktu barang masih 
ditangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya. 
c. Bila barang yang disewakan telah hancur dengan jelas. 
d. Bila manfaat barang yang diharapkan telah terpenuhi atau masa 
pekerjaan telah habis, namun lain halnya apabila terdapat uzur yang 
melarangnya batal (fasakh).59 
Berakhirnya akad Ija>rah  jika terdapat hal-hal sebagai berikut: 
a. Tenggang waktu sewa menyewa yang disepakati telah berakhir. 
Apabila yang disewakan rumah, maka rumah tersebut harus 
dikembalikan ke pemiliknya dan apabila yang disewa jasa seseorang, 
maka orang tersebut berhak menerima upahnya. 
b. Wafatnya seseorang yang berakad. 
c. Terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti rumah yang 
disewakan tersebut disita karena adanya utang. 




7. Pengembalian Objek Ija><rah 
Menurut Sayyid Sabiq, apabila akad Ija>rah  telah berakhir maka 
penyewa wajib untuk mengembalikan barang sewaan. Jika barang 
berbentuk barang bergerak (dapat dipindahkan), seperti kendaraan, 
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binatang dan sejenisnya maka penyewa wajib menyerahkan langsung 
kepada pemiliknya. Jika barang berbentuk barang tidak bergerak (tidak 
dapat dipindahkan), seperti rumah, tanah, bangunan maka penyewa wajib 
menyerahkan kepada pemiliknya dalam  keadaan kosong seperti keadaan 
semula. 
Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika akad Ija>rah  telah 
berakhir maka pemyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada 
kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya seperti barang 
titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berkahirnya 
akad Ija>rah  tersebut dan tidak terjadi kerusakan barang tanpa sengaja 
maka tidak ada kewajiban menanggung untuk si penyewa.
61
  
Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ija>rah 
Dewan Syari’ah Nasional setelah  
Menimbang :  
a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang 
sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu 
dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri;  
b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna 
melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran 
upah (ujrah/fee);  
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c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan 
syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;  
d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman 
oleh LKS. 
Mengingat : 
Memperhatikan :  
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, 
tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH  
Pertama  : Rukun dan Syarat Ijarah :  
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan 
dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik 
secara verbal atau dalam bentuk lain.  
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.  
3. Obyek akad ijarah adalah :  
a. manfaat barang dan sewa; atau 
b. manfaat jasa dan upah. 
Kedua  : Ketentuan Obyek Ijarah : 
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa. 



































2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat 
dibolehkan (tidak diharamkan). 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan 
sesuai dengan syari’ah. 
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa 
untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang 
akan mengakibatkan sengketa.  
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik.  
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan 
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran 
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam 
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam 
Ijarah. 
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa 
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek 
kontrak. 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau 
upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat 
dan jarak. 



































Ketiga  : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau 
jasa:  
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 
diberikan  
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang 
disewakan.  
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang 
atau jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab 
untuk menjaga keutuhan barang serta 
menggunakannya sesuai kontrak.  
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang 
sifatnya ringan (tidak materiil).  
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena 
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga 
bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat 
dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut.  
Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 




B. Wanprestasi  
1. Pengertian Wanprestasi 
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Semua subjek hukum (manusia atau badan hukum) dapat 
membuat persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak 
yang terkait dalam persetujuan. Persetujuan memiliki kekuatan yang 
dapat mengikat para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Suatu 
perjanjian selalu memiliki dua subjek yakni pihak yang berkewajiban 
melakukan prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi.  
Dalam pemenuhan prestasi pada perjanjian, tidak jarang terdapat 
kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya atau bahkan tidak 
melakukan kewajibannya atau tidak melakukan seluruh prestasinya yang 
dilakukan oleh debitur (nasabah), hal ini biasa disebut wanprestasi. 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah 
disepakati dalam perikatan.
63
 Sedangkan menurut Wirjono, wanprestasi 
yaitu ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal 
yang harus dilakukan sebagai isi dari perjanjian.
64
 Wanprestasi dalam 
pasal 1238 KUHPerdata yang isinya, ‚si berutang lalai, apabila ia dengan 
surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, 
atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si 
berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan‛.65  
Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan 
kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak 
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 Jadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak 
melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati atau yang telah dibuat, 
maka yang melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan 
wanprestasi.  
Wanprestasi memiliki kata lain yaitu perbuatan ingkar janji yang 
dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, 
atau melaksanakan perjanjian tapi terlambat dan atau melakukan apa 




1. Tidak memenuhi prestasi 
2. Tidak sempurna dalam memenuhi prestasi 
3. Terlambat dalam memenuhi prestasi 
Mengatakan seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu 
perjanjian, terkadang tidak mudah karena sering juga tidak dijanjikan 
dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang telah 
diperjanjikan. Menurut pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa 
debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke 
stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUHPerdata 
yaitu:  
1. Surat perintah  
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Surat perintah ini berasal dari hakim yang berbentuk penetapan. 
Dengan surat penetapan ini maka juru sita memberitahukan secara 
lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi 
atau biasanya disebut ‚exploit juru sita‛. 
 
2. Akta 
Akta dibawah tangan atau akta notaris. 
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri 
Sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan adanya 
wanprestasi. Somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan 
kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk 
mempermudah pembuktian pada hakim apabila masalah tersebut 
berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara 
tertulis. Namun dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan 
untuk dinyatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi yaitu adanya 
batas waktu dalam perjanjian, prestasi perjanjian berupa tidak berbuat 
sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi. 
Suatu perjanjian harus memiliki waktu, karena dalam perjanjian 
kedua pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian dapat terlaksana 
secepat mungkin, karena penentuan waktu dalam perjanjian sangat 
penting dan untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban 
untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang 
telah disepakati.  



































2. Akibat Terjadinya Wanprestasi 
Adapun akibat yang diberikan kepada pihak yang melakukan 
wanprestasi terdapat beberapa sanksi, diantaranya: 
a. Membayar kerugian 
Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya 
atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. 
Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih 
dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak 
memerlukan adanya teguran. 
Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 
KUHPerdata, yang diperinci menjadi tiga bagian, yaitu biaya, rugi 
dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran dan perongkosan yang 
nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah 
kerugian karena kerusakan atas barang-barang kepunyaan kreditur 
yang diakibatkan atas kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah 
kerugian berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan atau 
dihitung oleh kreditur. 
Dalam Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi: 
‚Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 
dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan 
atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan.‛ 
Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus 
berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi 



































itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian 
jika harus diganti dengan cara lain. 
 
b. Pembatalan perjanjian 
Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu 
berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila 
seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai 
suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala 
pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala 
kewajiban untuk melakukan prestasi. 
Dalam Pasal 1266 KUHPerdata, berbunyi: 
‚Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 
timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi 
kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi 
hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. 
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 
tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika 
syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan 
melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu 
jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu 
tidak boleh lebih dari satu bulan.‛ 
 
c. Peralihan resiko 
Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi 
suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa 
barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 ayat (2) 
KUHPerdata yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan 









































































MEKANISME WANPRESTASI PEDAGANG ATAS PEMBAYARAN 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MOJOAGUNG JOMBANG 
A. Gambaran Umum Pasar Mojoagung Jombang 
1. Sejarah pasar Mojoagung Jombang 
Pasar Mojoagung dibangun pada tahun 2006 oleh PT. BUDI 
KARYA MANDIRI Surabaya di atas tanah dengan luas 71.670m
2
. 
Tujuan dari dibangunnya Pasar Mojoagung ini untuk merelokasi para 
pedagang yang ada di Pasar Mojoagung Lama yang terletak di Desa 
Kauman/Kademangan, oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tempat 
tersebut sekarang dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
Pada bulan September 2010 Pasar Mojoagung mendapatkan 
tambahan pembangunan gedung (hibah) dari pemerintah Provinsi 





, dan di tahun 2011 mendapatkan bantuan 
pembangunan berupa Mushola dan Gapura dari dana CSR BRI 
Kanwil Jawa Timur. Memang sebenarnya pembangunan Pasar 
Mojoagung belum selesai 100%. 
Laporan rencana kedepan ada Sub Terminal Argobisnis, yaitu 
disebelah barat atau tanah yang kosong, dihalaman depan atau taman 
ada pembangunan Ruko, disekeliling Sub Terminal yang sekarang ada 



































pembangunan kios-kios, penitipan sepeda yang permanen, show room 
atau kantor. 
Kepindahan Pasar Mojoagung pada tahun 2007 jumlah tempat 
usaha seluruhnya baik yang berada di dalam gedung maupun di luar 
gedung sebanyak 1.769 unit. Terjadi pertambahan jumlah pedagang 
dikarenakan terdapat pedagang yang berjualan di RTH direlokasikan 
ke Pasar Mojoagung yang baru. 
Pasar Mojoagung terletak di Ibu Kota Kecamatan Mojoagung, 
yaitu di RT 02 Rw 02 Dusun Gembira Utara Desa Gembira atau 
berada disebelah utara Jalan Raya Mojoagung – Jombang, yaitu jalan 
yang menghubungkan Surabaya dan Jombang. Letak Pasar 
Mojoagung sangat strategis sehingga bisa dijangkau dengan berbagai 
kendaraan, dan juga dikelilingi oleh jalan raya yaitu kearah utara-
selatan (Sumobito-Mojowarno), kearah timur-barat (Surabaya-
Jombang-Madiun). 
Pasar Mojoagung beraktivitas selama 24 jam terus menerus tidak 
pernah berhenti: 
a. Mulai jam 02.00 s/d 07.00 WIB sudah ada para pedagang 
lesehan subuh dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. 
Yang letaknya berada di loading dock sebelah belakang 
(utara). 
b. Mulai jam 04.30 s/d 13.00 WIB para pedagang tetap 
menempati di dalam gedung, yaitu para pemilik toko, 



































bedak, gledek mulai beraktivitas. Mereka berjualan 
berbagai kebutuhan rumah tangga. Terkecuali barang-
barang yang dilarang oleh Pemerintah, Negara dan Agama. 
c. Mulai jam 15.30 s/d 24.00 WIB pedagang tidak tetap yang 
berjualan di luar gedung tepatnya dihalaman depan atau 
belakang, disamping barat dan timur, di halaman sub 
terminal serta tepi jalan mulai beraktivitas menata dan 
menjajahkan barang dagangannya. 
Aktivitas pasar yang beroperasi 24 jam non stop, maka jumlah 
pengunjung yang datang juga sangat banyak bahkan bisa mencapai 
5000 s/d 8000 orang perhari.
68
 Pengunjung berasal dari berbagai 
golongan, bahkan berasal dari luar Mojoagung. 
Pasar Mojoagung memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 
a. Pasar Mojoagung merupakan pasar percontohan atau icon 
pasar di Kabupaten Jombang 
b. Pasar Mojoagung adalah pasar kelas 1 terbesar, terluas dan 
terbaru di Kabupaten jombang 
c. Pasar yang memiliki area bermain, seperti: dokar, mandi 
bola dan mainan anak-anak yang lain 
d. Pasar yang memiliki tempat parkir yang luas dan aman 
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e. Pasar yang memiliki pedagang kuliner yang ternama dan 
tersohor yakni nasi goreng bebek bu Aminah dan bakso 
solo dan pelanggannya para pejabat baik pejabat 
Kabupaten Jombang hingga provinsi dan para pengusaha 
f. Pasar yang memiliki tempat ibadah yang banyak, bersih 
dan nyaman (5 mushola) 
g. Pasar yang memiliki tower/tandon yang besar 
h. Pasar yang memiliki TPS besar  
i. Pasar yang memiliki pertokoan yang banyak dan lengkap 
j. Pasar yang letaknya strategis sehingga dapat dijangkau 
oleh berbagai kendaraan 
k. Pasar yang memiliki pengunjung terbanyak 
l. Pasar yang beroperasi selama 24 jam non stop dan tidak 
pernah sepi 
m. Pasar yang memiliki tanah yang kosong dan luas guna 
perkembangan pasar di masa depan 
n. Pasar yang memiliki sub terminal dalam satu area parkir 
o. Pasar yang memiliki tenaga keamanan yang banyak 
p. Pasar yang memiliki daya sumber daya listrik besar (66000 
KWh). 
Luas Pasar : 71.670 m
2 
Luas Bangunan : 50.750 m
2 



































- Toko  : 2.432 m2  
- Bedak : 3.606 m2 
- Gledek : 840 m2 
- Lesehan Di Luar Gedung : 2.283 m2 
- Daging atau ayam : 386 m2 
Fasilitas Umum  
- Tanah Kosong : 20.950 m2 
- Jalan Paving : 10.050 m2 
- Taman  : 3.500 m2 
- Loading Dock : 3.000 m2 
- Lahan Parkir Roda Dua : 1.298 m2 
- Selasar  : 460 m2 
- Mushola  : 120 m2 
- MCK : 230 m2 
- TPS : 135 m2 
- Pos Satpam : 30 m2 
- Halte  : 60 m2 
- Kantor Terminal : 65 m2 
- Tandon Air/Jenset : 19 m2 
- Saluran Air : 460 m2 
- Trotoar  : 826 m2 



































Pasar Mojoagung memiliki fasilitas tempat berupa toko berjumlah 






2. Struktur organisasi pengelola pasar Mojoagung Jombang 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG 
Gambar 3.1 
 
Sumber : Data diambil dari dokumen Dinas Perdagangan dan 
perindustrian 
Berikut nama-nama petugas koordinator Pasar Mojoagung Jombang: 
1. Kepala Pasar : Darmaji S.H 
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 Kholiq (bendahara koordinator pasar mojoagung). Wawancara, Jombang, 21 Agustus 2019. 



































2. Bendahara : ABD. Kholiq 
3. Juru pungut : Yunianto, Setyo Nugroho, Aris Adi 
Fevrianto S.E, Wit Suhendro, Fais M. 
Ali, Sugeng, Afandi, Wahyu Retna 
4. Staf administrasi : Dwi Anggun 
Setiap juru pungut bertugas menarik ke 4 blok dan setiap blok 
berjumlah kurang lebih 80 pedagang. 
B. Mekanisme Wanprestasi Pedagang atas Pembayaran Retribusi di Pasar 
Mojoagung Jombang 
1. Kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Upt Pasar 
Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pasar 
Mojoagung Jombang yakni sebagai pelaksana otonomi daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintah daerah yang berkedudukan dibawah 
serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 
Pihak Upt pasar sebagai wakil atau penerima kuasa (tugas) dari Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian. 
2. Prosedur kontrak penempatan toko/stand di pasar Mojoagung 
Jombang 
Pelaksanaan kontrak penempatan toko/stand di pasar Mojoagung 
Jombang dilakukan oleh dua pihak yang menyepakati. Terjadinya 
kontrak penempatan atas toko/stand di pasar Mojoagung Jombang 
karena pihak pemerintah menyediakan tempat untuk pedagang 
melakukan kegiatan berjualan. Seseorang yang ingin menggunakan 



































toko/stand di pasar tersebut maka diharuskan untuk melakukan 
permohonan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 
Jombang agar dapat menempatinya. 
Pemohon datang langsung ke kantor Dinas untuk melakukan 
permohonan tersebut. Kemudian pihak Dinas akan memberikan 
formulir penempatan toko/stand pasar yang harus diisi pemohon.  
Setelah pemohon (pedagang) mengisi formulir dengan persyaratannya, 
formulir dan persyaratan tersebut diberikan ke kantor Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Jika semua telah 
terpenuhi maka Surat Hak Penempatan berupa buku Bukti Pemakaian 
Tempat Usaha (BPTU) akan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 
Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka pemohon (pedagang) 
diizinkan untuk menempati toko/stand di pasar Mojoagung Jombang. 
3. Pelayanan Pasar Mojoagung Jombang 
Pelayanan pasar yang diberikan kepada pedagang berupa 
pemberian izin atas penempatan toko/stand, pelayanan keamanan dan 
pelayanan kebersihan. 
4. Hak dan kewajiban para pihak 
Hak dari Upt pasar yaitu menerima pembayaran retribusi 
pelayanan pasar, sedangkan hak dari pedagang yaitu memperoleh izin 
menempati toko/stand serta mendapatkan pelayanan-pelayanan 
berupa pelayanan keamanan dan kebersihan. 



































Kewajiban dari Upt pasar yaitu memberikan izin menempati 
toko/stand dan pelayanan-pelayanan kepada pedagang, sedangkan 
kewajiban pedagang yakni membayar retribusi pelayanan pasar sesuai 
besaran tariff yang telah ditentukan. 
 
 
5. Proses pembayaran retribusi pelayanan pasar  Mojoagung Jombang 
Pemungutan retribusi pelayanan pasar oleh upt pasar harus 
berdasarkan pada landasan hukum yang telah ditentukan oleh 
pemerintah kabupaten Jombang yakni berupa Perda no. 25 Tahun 
2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Pembayaran retribusi 
pelayanan pasar oleh pedagang di pasar Mojogung dilakukan setiap 
hari dimulai pada pukul 02.00-24.00 karena pasar Mojoagung 
beroperasi selama 24 jam, dan disesuaikan dengan datangnya para 
pedagang yang berbeda-beda. Pemungutan retribusi hanya dilakukan 
untuk toko/stand yang beroperasi saja, dan jika toko/stand sedang 
tutup maka retribusi tidak akan dipungut. Bukti dari pembayaran 
retribusi akan diberikan karcis. Besaran tarif retribusi pelayanan 
pasar berdasarkan pada Perda No. 25 tahun 2010 tentang retribusi 
pelayanan pasar. Besaran tarif untuk para pedagang berbeda-beda 
karena besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan jenis pelayanan, 
jasa, fasilitas yang ditempati, klasifikasi pasar, jangka waktu 



































pemakaian dan luas toko yang ditempati. Besaran tarif Retribusi 
ditetapkan sebagai berikut: 












- Pedagang dengan 
kendaraan roda empat 
mini/roda 
tiga/dorong/tarik 
- Pedagang yang 
menggunakan 
kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih 








































































- Pedagang dengan 
kendaraan roda empat 
mini/roda 
tiga/dorong/tarik 
- Pedagang dengan 
kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih 
















- Hewan besar seperti: 
sapi, kerbau, kuda 





Sumber: Buku Perda No. 25 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 
pasar 
6. Wanprestasi pedagang atas pembayaran retribusi pelayanan pasar 
Mojoagung Jombang 
Dari pembayaran retribusi pelayanan pasar tersebut, pedagang 
mendapatkan pelayanan berupa izin untuk menempati toko/stand, 
pelayanan keamanan, dan kebersihan.
70
 Menurut para pedagang untuk 
pelayanan keamanan dinilai kurang cukup mengamankan, dan untuk 
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 Setyo Nugroho (petugas pemungut retribusi pasar mojoagung). Wawancara, Jombang. 21 
Agustus 2019. 



































kebersihan sudah dirasa cukup memuaskan. Sedangkan mengenai 
pembayaran retribusi ini menurut pedagang dirasa sudah pas dan 
tidak terlalu memberatkan akan tetapi pedagang masih saja 
melakukan kekurangan pembayaran terhadap retribusi pelayanan 
pasar. Hal tersebut dikarenakan kurang kesadaran dari pedagang atas 
pembayaraan retribusi tersebut. 
Namun pada kenyataannya, para pedagang di pasar Mojoagung 
banyak yang melakukan kekurangan pembayaran dalam pemungutan 
retribusi pelayanan pasar. Faktor yang dirasakan oleh upt pasar 
Mojoagung dalam pemungutan retribusi karena kurang sadarnya 
pedagang itu sendiri, sedangkan pedagang yang melakukan 
kekurangan pembayaran rata-rata dari pedagang besar (grosiran). 
Dengan kejadian tersebut, pihak upt pasar Mojoagung tidak tinggal 
diam, mereka pernah mengingatkan bahkan melakukan pendekatan 
secara personal kepada para pedagang, namun pedagang tetap saja 
kurang sadar akan hal tersebut.  
Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan 
berbagai pihak yang bersangkutan, yakni pihak disperindag Jombang, 
upt pasar Mojoagung dan para pedagang. 
Pertama, wawancara kepada bapak Rudi selaku bendahara 
penerimaan, beliau mengungkapkan bahwa pemungutan retribusi 
pasar Mojoagung Jombang ini dilakukan oleh petugas juru pungut 
pasar. Pedagang yang membayar akan dikasih karcis sebagai bukti 







































Kedua, wawancara kepada bapak Mahmudi selaku Kasi 
Pengembangan SDM Perdagangan, mengungkapkan bahwa besaran 
tarif untuk para pedagang satu dengan yang lainnya tidak sama 
karena disesuaikan dengan fasilitas, luas toko yang ditempati oleh 
pedagang tersebut. Jika mereka tidak mau membayar sewa dengan 
adanya peraturan retribusi pasar maka akan di ingatkan terlebih 
dahulu. Setelah adanya peringatan dari pihak kantor jika masih tidak 
mau mengikuti peraturan yang telah ditentukan maka pihak kantor 
tidak akan memberikan buku biru atau yang disebut dengan buku 
BPTU/Bukti Pemakaian Tempat Usaha sehingga mereka tidak bisa 
memiliki sertifikat hak kepemilikan toko tersebut karena tidak 




Ketiga, wawancara kepada bapak Abdul Kholiq selaku bendahara 
upt pasar Mojoagung Jombang, beliau mengungkapkan bahwa 
pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh petugas juru 
pungut pasar. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini 
dilakukan setiap hari pada pagi, siang, sore dan malam, dan untuk 
toko yang tutup tidak membayar retribusi. Dari hasil pemungutan 
tersebut akan disetorkan ke kantor pendapatan daerah setempat. 
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 Rudi (Bendahara Penerimaan). Wawancara, Jombang, 23 Juli 2019. 
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 Mahmudi (Kasi Pengembangan SDM Perdagangan). Wawancara, Jombang, 24 Juli 2019. 



































Pelayanan yang didapatkan dari pembayaran retribusi pasar yaitu 
mendapatkan izin untuk menempati toko dan berdagang, dan 




Keempat, wawancara kepada bapak Setyo Nugroho selaku juru 
pungut  retribusi pelayanan pasar, mengungkapkan bahwa faktor dari 
pedagang melakukan kekurangan pembayaran karena kurangnya 
kesadaran para pedagang terhadap pembayaran retribusi pasar. 
Sebenarnya bukan karena tidak memiliki kesanggupan dalam 
pembayaran tersebut namun dengan adanya rasa acuh yang sudah 
menjadikan mereka lalai dalam mematuhi peraturan yang telah 
ditetepkan oleh pihak pemerintah.
74
 
Kelima, wawancara kepada Via pedagang peralatan bayi, 
mengungkapkan merasa tidak puas terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh petugas, karena pelayanan keamanan dirasa tidak 
maksimal dan kurang aman. Masih adanya keluhan tentang 
kehilangan beberapa barang yang ada di tokonya. Sedangkan untuk 
penarikan pembayaran retribusi pasar, beliau tidak merasa keberatan 
terhadap pembayaran retribusi pasar tersebut.
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Keenam, wawancara kepada Umaiyah pedagang toko sepatu, 
mengungkapkan bahwa beliau merasa tidak keberatan terhadap 
penarikan retribusi pasar yang diminta setiap harinya. Dan mengenai 
masalah keamanan pasar beliau mengeluhkan akan hal itu karena 
merasa kurangnya pengawasan dari petugas keamanan pasar, masih 
banyak anak-anak jalanan yang berusaha untuk merusak toko. 
Sedangkan untuk masalah pelayanan kebersihan beliau menyadari 
bahwa pasar merupakan tempat banyak orang.
76
 
Ketujuh, wawancara kepada Huzaimah pedagang mainan anak, 
beliau mengungkapkan bahwa mengenai penarikan retribusi pasar 
tidak memberatkan sama sekali.
77
 
7. Sanksi  
Pedagang yang melakukan kekurangan pembayaran terhadap 
pemungutan retribusi pelayanan pasar akan mendapatkan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tidak akan 
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ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI PEDAGANG ATAS 
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MOJOAGUNG 
JOMBANG 
A. Wanprestasi Pedagang atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar 
Mojoagung Jombang 
 Pemungutan retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang oleh 
juru pungut diambil setiap hari, setiap pukul 02.00-24.00. pemungutan 
retribusi hanya dikenakan pada toko/stand yang buka. Besaran tarif yang 
dikenakan kepada para pedagang berbeda-beda berdasarkn fasilitas dan 
luas toko/stand masing-masing. 
 Terdapat beberapa pihak dalam perjanjian sewa ini, yaitu pihak 
pertama adalah orang yang membayar retribusi pelayanan pasar (para 
pedagang) dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi 



































pelayanan pasar (juru pungut pasar). Pada awal dilakukan perjanjian, 
pihak upt pasar Mojoagung menjelaskan bahwa dalam penggunaan 
fasilitas yang telah disediakan pemerintah di pasar yaitu penempatan 
toko/stand, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan maka 
pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan yaitu membayar 
retribusi pelayanan pasar untuk toko/stand yang buka. 
 Praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Mojoagung 
Jombang yaitu pungutan dari toko/stand yang diambil mulai pukul 02.00-
24.00 karena pedagang yang tidak menentu saat membuka toko/stand dan 
pemungutan ini dilakukan hanya pada toko/stand yang buka saja, untuk 
took/stand yang tutup tidak akan dikenakan pungutan retribusi pelayanan 
pasar. 
Dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh 
juru pungut setiap hari, terdapat beberapa pedagang yang melakukan 
kekurangan pembayaran terhadap retribusi tersebut. Walaupun para 
pedagang tidak merasa bahwa pembayaran retribusi pelayanan pasar ini 
memberatkan mereka untuk dimintai setiap harinya, dan dengan besaran 
tarif yang telah ditentukan setiap toko/standnya. Hal ini terjadi karena 
kurang sadarnya pedagang terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar 
tersebut. 
Namun disamping itu untuk pelayanan keamanan, para pedagang 
merasa pelayanan tersebut kurang aman di pasar Mojoagung ini karena 
masih banyak pedagang yang mengalami kecolongan. 



































Dari penjabaran di atas, pedagang yang melakukan kekurangan 
pembayaran terhadap retribusi pelayanan pasar termasuk pada perbuatan 
wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah 
disepakati dalam perikatan.
78




1. Tidak memenuhi prestasi 
2. Tidak sempurna dalam memenuhi prestasi 
3. Terlambat dalam memenuhi prestasi 
Dalam hal ini, pedagang telah melakukan wanprestasi berupa 
tidak sempurna dalam memenuhi prestasi, yakni melakukan pembayaran 
retribusi pelayanan pasar namun tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran terhadap 
retribusi pelayanan pasar yang berdampak mereka tidak memiliki bukti 
pemakaian tempat usaha. 
B. Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang Atas Pembayaran 
Retribusi Pelayanan Pasar Mojoagung Jombang 
Istilah hukum Islam untuk orang yang menyewakan disebut 
dengan ‚mu’jir‛, sedangkan untuk orang yang menyewa disebut 
‚musta’jir‛, benda yang disewakan disebut dengan ‚ma’jur‛ dan uang 
sewa atau imbalan atas pemakaina manfaat atas barang tersebut disebut 
‚ujrah‛. Ija>rah  memiliki dua jenis, yang pertama yaitu Ija>rah  yang 
berlangsung atas manfaat benda tertentu. Yang kedua yaitu menyewa 
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(mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.
80
 Dalam hal ini dikatakan 
termasuk dalam Ija>rah  karena pihak Pasar Mojoagung Jombang 
memberikan manfaat terhadap jasanya, dari manfaat jasa tersebut 
pedagang merasa terbantu karena mendapatkan izin menempati 
toko/stand serta mendapatkan pelayanan kebersihan dan keamanan. 
 Sewa menyewa ini merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan 
hukum, karena itu paa saat sewa menyewa berlangsung dan akad pun juga 
sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (mu’jir) memiliki 
kewajiban untuk menyerahkan barang (ma’jur) kepada pihak penyewa 
(musta’jir) dan diserahkannya manfaat terhadap barang/benda. Pihak 
penyewa juga berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah).81 
 Ija>rah  merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat dengan 
jalan penggantian.
82
 Jika akad sewa menyewa sudah berlangsung maka 
penyewa berhak mengambil manfaat sedangkan orang yang menyewakan 
berhak mengambil upah karena akad ini merupakan mua’awadhad 
(penggantian).
83
 Dalam penerapannya, ketika pedagang telah menempati 
toko/stand maka pemungutan retribusi pasar telah berlangsung dan 
pembayaran pemungutan retribusi pasar dipungut pada saat pedagang 
membuka toko/standnya. Pemungutan retribusi pasar ini halal karena 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf Ayat 32. 
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 َتَْحََر َنوُمِسْق َي ْمَُىأ  َكِّبَر  َ  اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا فِ ْمُه َتَشيِعَم ْمُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ  َ  اَنْع َفَرَو
 اِِّيرْخُس اًضْع َب ْمُهُضْع َب َذِخَّتَِيل ٍتاَجَرَد ٍضْع َب َقْو َف ْمُهَضْع َب  َ  َنوُعَمَْيَ اَّمِ ٌر ْ يَخ َكِّبَر ُتَْحََرَو  
Artinya: ‚Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.‛84  
 
Penerapan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah memenuhi 
rukun dan syarat Ija>rah . Rukun Ija>rah  yaitu Mu’jir dan Musta’jir adalah 
orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu’jir 
yakni orang yang menyewakan dan menerima upah, sedangkan Musta’jir 
yakni orang yang menyewa sesuatu dan yang memberi upah.
85
 Dalam hal 
pemungutan retribusi pelayanan pasar ini, Mu’jir yaitu upt Pasar 
Mojoagung Jombang sedangkan Musta’jir yaitu para pedagang di Pasar 
Mojoagung Jombang. 
 Shigat ijab qabul adalah lafadz sewa yang berhubungan dengannya 
atau suatu lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal 
tersebut. Dalam hal ini shigat antara upt pasar Mojoagung Jombang 
dengan pedagang pasar Mojoagung Jombang terjadi ketika pedagang 
ingin menempati toko/stand dan akan dikenakan retribusi pelayanan pasar 
yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 
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 Ujrah (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang 
telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah ini merupakan suatu 
kewajiban yang harus diutamakan oleh penyewa. Pada penerapannya 
pihak upt pasar Mojoagung Jombang melalui juru pungut melakukan 
pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari pada hari 
senin sampai minggu pada pukul 02.00-24.00. hal ini sesuai dengan hadist 
dibawah ini: 
 ِدْبَع ِنَِب ْنِم َُّثُ ِلْي َّدلا ِنَِب ْنِم ًلاُجَر ٍرْكَب ُوَبأَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َرَجْأَتْساَو  يِدَع ِنْب 
 ِب ُرِىاَمْلا ُتْيِّرِْلْا اًت ْيِّرِخ ًايِداَى َِةياَدِْلْا  
Artinya: ‚Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa 
(mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-
Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi‛.86 
Namun dalam praktik pembayaran pungutan retribusi pelayanan pasar 
yang dilakukan oleh juru pungut setiap harinya kepada para pedagang 
yang membuka toko/standnya terdapat kekurangan pembayaran retribusi 
pelayanan pasar oleh para pedagang. Dalam hal ini pemungutan retribusi 
pelayanan pasar belum terpenuhi karena terdapat pedagang yang 
melakukan kekurangan pembayaran terhadap retribusi pelayanan pasar 
sehingga membuat para pedagang tidak memiliki bukti pemakaian tempat 
usaha berupa sewa toko/stand.  
 Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam Ija>rah , objek 
kontrak yang harus dijamin karena hal ini merupakan rukun yang harus 
dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam 
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penerapannya, pihak upt pasar Mojoagung Jombang memberikan 
beberapa manfaat untuk pedagang yaitu memberikan izin untuk 
menempati toko/stand, memberikan pelayanan kebersihan dan pelayanan 
keamanan. 
Adapun syarat-syarat Ija>rah  yang harus dipenuhi antara lain, 
kerelaan kedua pihak yang melakukan akad. Jika salah satu dari mereka 
dipaksa untuk melakukan Ija>rah , maka akad tidak sah. Kerelaan kedua 
pihak ini bisa diukur dengan saling membutuhkannya antara kedua pihak. 
Dalam pembayaran pungutan retribusi pelayanan pasar ini tidak terdapat 
pihak yang keberatan atau dirugikan terhadap kekurangan pembayaran 
retribusi pelayanan pasar oleh pedagang. Hanya saja pedagang yang 
melakukan kurang bayar terhadap retribusi pelayanan pasar ini tidak 
memiliki bukti penempatan tempat usaha. 
Akad Ija>rah  sah apabila dilakukan oleh orang yang berakal, 
dewasa, merdeka dan bertindak lurus. Dalam hal ini upt pihak pasar sudah 
berumur diatas 21 tahun dan begitupun untuk para pedagang juga 
kebanyakan orang-orang yang sudah berkeluarga. 
Keadaan manfaat jasa yang disewakan harus diketahui, karena 
manfaat dari jasa ini merupakan objek dari akad oleh karena itu 
disyaratkan harus diketahui sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat 
dari jasa sudah diketahui sejak awal membuka toko/stand tersebut yaitu 
mendapatkan izin untuk menempati toko/stand dan mendapatkan 



































pelayanan-pelayanan lainnya berupa pelayanan kebersihan dan pelayanan 
keamanan. 
Sedangkan status upah juga harus diketahui karena upah ini 
pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga harus 
diketahui sebagaimana harga dalam jual beli. Dalam penerapannya, 
pemungutan retribusi pelayanan pasar untuk mengenai status upah sudah 
sangat jelas karena besaran tarif berdasarkan Perda No. 25 tahun 2010. 
Status dari manfaat jasa hendaklah merupakan suatu manfaat yang 
mubah, sehingga tidak sah Ija>rah  atas tranksasi perzinaan dan jual beli 
alat-alat perminan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah jelas untuk 
manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar ini mubah. Sedangkan 
untuk kondisi manfaat dari jasa dapat diambil keseluruhan. Dalam 
penerapannya, untuk manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar 
bisa diambil secara keseluruhan. 
Jangka waktu untuk Ija>rah  harus diketahui dengan jelas, karena 
tidak sah jika Ija>rah  yang waktunya tidak diketahui. Hal ini dapat 
menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas 
waktunya yaitu perhari. 
Didalam lapangan penulis menemukan suatu hal yang tidak sesuai 
atau terdapat kejanggalan yaitu mengenai kekurangan pembayaran 
terhadap retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pedagang. Dengan 
ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar yang 
ada di pasar Mojoagung Jombang sesuai dengan rukun Ija>rah  namun 



































tidak sempurna (rusak) karena upah dari sewa menyewa tersebut tidak 
diberikan sepenuhnya, dan mengakibatkan pedagang tidak memiliki tanda 
bukti pemakaian tempat usaha. 



































A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan: 
1. Dalam praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar Mojoagung 
Jombang, pedagang meyewa toko/stand kepada pihak upt pasar 
Mojoagung Jombang dengan besaran tarif yang sudah ada dalam 
Perda No. 25 Tahun 2010.  Setiap hari akan dilakukan pemungutan 
retribusi pelayanan pasar oleh juru pungut pada jam 02.00 sampai 
24.00. dan pedagang akan mendapatkan izin untuk menempati 
toko/stand tersebut serta pelayanan-pelayanan lainnya seperti 
pelayanan kebersihan dan keamanan. Namun pada kenyataannya, 
untuk pembayaran retribusi pelayanan pasar ini terdapat suatu 
permasalahan yakni para pedagang melakukan kekurangan 
pembayaran, padahal sebenarnya mereka tidak merasa keberatan sama 
sekali terhadap besaran tarif yang dikenakan kepada mereka masing-
masing pedagang, akan tetapi mereka melakukan ini semua karena 
kurang adanya kesadaran terhadap pembayaran retribusi pelayanan 
pasar tersebut. 
2. Dalam wanprestasi, praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar 
Mojoagung Jombang termasuk pada bentuk dari wanprestasi yakni 
tidak sempurna dalam memenuhi prestasi karena pedagang tidak 



































melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yaitu Perda No. 25 Tahun 2010 tentang 
retribusi pelayanana pasar. Sedangkan menurut hukum Islam, praktik 
pemungutan retribusi pelayanan pasar Mojoagung Jombang sudah 
sesuai dengan rukun Ija>rah  maka hukumnya sah namun tidak 
sempurna (rusak) karena pembayaran berupa upah atas penyewaan 
tempat oleh pedagang belum diberikan seluruhnya.  
B. Saran 
Dengan adanya permasalahan ini maka untuk upt pasar 
Mojoagung Jombang agar lebih tegas dan memberikan sanksi kepada para 
pedagang yang melakukan kekurangan pembayaran terhadap pemungutan 
retribusi pelayanan pasar dan harus lebih baik dalam memberikan 
pelayanan-pelayanannya seperti pelayanan keamanan dan kebersihan.. 
Sedangkan untuk pedagang agar bisa lebih menyadari terhadap 
kewajibannya membayar retribusi pelayanan pasar yang sesuai dengan 
peraturan yang ada yaitu Perda No. 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar. 
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